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3. Menyita senjata api, senjata tanjam, dan benda-benda berbahaya lainnya
yang didapat di lokasi eksekusi; dan

4. Melokalisir dan/atau melakukan penyekatan akses jalan dari dan menuju
lokasi eksekusi.

Apabila benda objek jaminan fidusia sudah beralih kepada orang
lain, pihak penerima jaminan fidusia atau kreditur dapat melaporkan
tindakan tersebut kepada Kepolisian Daerah dengan alasan melanggar
ketentuan Pasal 23 ayat 2 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang

eksekusi Jaminan Fidusia.
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PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, penulis dapat
mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran dari Kepolisian dalam mengamankan jalannya eksekusi jaminan
fidusia tidak dijelaskan secara khusus dalam Undang-undang Nomor 2
tahun 2002 tentang Kepolisian Negara dan Undang-undang Nomor 42
Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Salah satu tugas Kepolisian RI
dalam pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara adalah menjaga keamanan dan ketertiban umum,
maka Kepolisian dapat berperan dalam pengamanan eksekusi jaminan
fidusia apabila ada permohonan dari pihak kreditur kepada Kepolisian
untuk mengamankan jalannya eksekusi jaminan fidusia dengan
persyaratan yang sudah ditentukan. Dalam pengamannya, Kepolisian
DIY berpedoman pada PERKAPOLRI No. 8 tahun 2011 tentang
Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Dalam pengamanannya
Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta juga berperan dalam
melindungi kedua belah pihak yaitu kreditur selaku pemohon maupun
melindungi debitur selaku termohon.

2. Kendala yang dialami Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu:
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B. Saran
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Pada saat Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta datang ke TKP
ternyata pihak termohon yang akan dieksekusi tersebut melakukan
perlawanan dengan mengerahkan masa dan memancing keributan
sampai terjadi kericuhan, sedangkan pada saat itu personil POLRI
yang ditugaskan jumlahnya tidak sebanding dengan masa yang ada;
Pihak termohon tidak paham atas peran kepolisian karena kurangnya
pengetahuan.

Hambatan selanjutnya, ketika pihak Kepolisian Daerah Istimewa
Yogyakarta melakukan eksekusi, barang yang akan dieksekusi tidak
berada ditempat atau bahkan dipindah tangankan. Sehingga
pelaksanaan eksekusi yang dilakukaan kreditur ditunda. Hal ini
memperlambat dan membuat lama tindakan pengamanan yang

dilakukan Kepolisia.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka saran dari

peneliti dalam pelaksanaan pengaman eksekusi jaminan fidusia yang

dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta adalah:

1. Untuk pihak Kepolisian sebaiknya memberikan pengertian dan

sosialisasi kepada anggotanya sendiri, Lembaga-lembaga pembiayaan

selaku penerima jaminan fidusia, dan kepada masyarakat mengenai

jaminan fidusia dan peran dari Kepolisian dalam pengamanan eksekusi

jaminan fidusia.
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2. Untuk pihak kreditur sebaiknya dalam melakukan eksekusi tidak
melakukan kesewenang-wenangan kepada debiturnya.
baik dalam pelunasan hutang. Masyrakat harus mengetahui dan
memahami ekstensi dari jaminan fidusia, agar tidak terjadi kelalaian dan

cidera janji kepada krediturnya.
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